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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR    60/I/TAHUN 2023 

 

TENTANG  

PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN GERBANG SARI 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023 

 

  BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya peran lintas Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) dalam Gerakan Membangun 

Desa Mandiri (GERBANG SARI), maka perlu 
membentuk Tim Kerja dalam Pelaksanaan Gerbang 
Sari Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang   
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801);  

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



2 

 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi 

Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4889);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 
Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 

Nomor 120);  
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51   

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 

Nomor 748); 
   

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  

KESATU : Membentuk Tim Kerja dalam Pelaksanaan Gerakan 
Membangun Desa Mandiri (GERBANG SARI) Kabupaten 
Kepulauan Selayar Tahun 2023, dengan susunan 

keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 
Keputusan ini. 
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KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, 
mempunyai tugas mengintegrasikan program kegiatan 

dan sub kegiatan dalam mendukung tingkat 
perkembangan desa berdasarkan indikator penilaian 
yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan 

Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi 
serta melakukan sinkronisasi kegiatan perangkat 

daerah dengan program Gerakan Membangun Desa 
Mandiri (GERBANG SARI). 
 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan 
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023                  
Pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. 
 

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing 

yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
dengan penuh tanggung jawab. 

 
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 
 
Ditetapkan di Benteng 

pada tanggal 17 Januari 2023 
 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 

                      ^ 

 

           MUH. BASLI ALI 

 

Tembusan : 

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 
2. Para Asisten Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar di Benteng; 

5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;  
6. Para Kabag. Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 
7. Para Camat, Lurah dan Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar  

di Tempat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR   60/I/TAHUN 2023 
TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM 
PELAKSANAAN GERBANG SARI KABUPATEN 

KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023 
     

 

TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN GERBANG SARI 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023 

 
 

 

A. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Selayar 

2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar 
B. Pengarah : Sekretaris Daerah  

C. Penanggung Jawab 
D. Ketua 

 

E. Wakil Ketua 
F. Sekretaris 

: 
: 
 

: 
: 

 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 

Kepala Bappelitbangda 
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa 

G. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan 

2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga 

3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan 

Usaha Kecil dan Menengah 
4. Kepala Dinas Perikanan 

5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan 
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang 

8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

9. Camat Bontomatene 
10. Camat Bontoharu 

11. Camat Bontosikuyu 
12. Camat Buki 
13. Camat Bontomanai  

14. Camat Takabonerate 
15. Camat Pasimasunggu 

16. Camat Pasimasunggu Timur 
17. Camat Pasimarannu  

18. Camat Pasilambena 
 

 
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

     
  ^ 

      
MUH. BASLI ALI 
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